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KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 18p/17 DATTW 2912

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH
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TAHUN 2011

GUBERNUR JAWA TENGAH,

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan

¥

kesadaran hukum secara berkesinambungan, telah diseleng-
garakan pembinaan terhadap desa/kelurahan di Provinsi Jawa

Tengah melalui sarasehan dan penyuluhan hukum secara
terpadu;

bahwa guna memberikan motivasi dan dorongan kepada
desa/kelurahan yang telah melaksanakan hak dan kewajiban
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sesuai
surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak
Azasi Manusia Nomor W9.HN.03.04-38 tangga! 28 Pebruari
2012 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan
Gubernur tentang Penetapan Desa Sadar Hukum, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penctapan Desa/
Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara
Tahun 1950 Halaman 86-92);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Peraerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan

%”KESATU

KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koor-

dinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagi-

en Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor

M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum
Dan Hak Azasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak
Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10
Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum,;

9. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor
PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan

Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan
Sadar Hukum,;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2011, yang datanya sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
ditetapkan mendasarkan:

a. Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 276 Tahun 2011 tanggal 8
September 2011 tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar
Hukum di Kabupaten Wonogiri;

b. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 180/493 Tahun 2011
tanggal 3 September 2011 tentang Penetapan Desa Berjo
Kecamatan Ngargoyoso Sebagai Desa Sadar Hukum Kabupaten
Karanganyar;

c. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 180/469 Tahun 2011
tanggal 14 September 2011 tentang Kelurahan Watitelon
Selatan Kecamatan Temanggung Sebagai Kelurahan Sadar
Hukum Kabupaten Temanggung;

d. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 183/41/375 Tahun 2011
tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembentukan Desa/
Kelurahan Binaan Sadar Hukum Kabupaten Boyolali;



e. Keputusan Bupati Brebes Nomor 411.4/502.A Th 2011 tanggal
12 September 2011 tentang Pembentukan Desa/Kelurahan
Sadar Hukum Kabupaten Brebes Tahun 2011;

f. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 188.4/574/2011 tanggal
September 2011 tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar
Hukum Di Kabupaten Purworejo;

g. Keputusan Bupati Tegal Nomor 050/540/2011 tanggal 26
September 2011 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan
Sadar Hukum Kabupaten Tegal;

h. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 180/532/2011 tanggal

12 Agustus 2011 tentang Desa Dan Kelurahan Binaan Sadar
Hukum Di Kabupaten Sukoharjo;

1. Keputusan Bupati Kebumen Nomor 454 Tahun 2011 tanggal 4
Nopember 2011 tentang Desa Binaan Di Kabupaten Kebumen;

j. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 188.4/295 Tahun 2011
tanggal 1 September 2011 tentang Pembentukan Desa Sadar
Hukum Di Kabupaten Purbalingga;

k. Keputusan Bupati Magelang Nomor 188.45/443 Tahun 2010

*ﬂ tanggal 16 Nopember 2010 tentang Penetapan Desa Sutopati

W Kecamatan Kajoran, Desa Pasuruhan Kecamatan Mertoyudan
Dan Desa Kadiluwih Kecamatan Salam Sebagai Desa Binaan
Sadar Hukum;

I Keputusan Bupati Semarang Nomor 180/0057/2012 tanggal 4

Januari 2012 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Bineaan Di
Kabupaten Semarang.

KETIGA Desa/Kelurahan Sadar Hukum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan diusulkan
ke Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia untuk
memperoleh  penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau
Anubhawa Sasana Kelurahan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada:

ﬁ.ﬂ a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah;
c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

’

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Hukumn Dan Hak Azasi Menusia R

: epublik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;



Bupati Yang Bersangkutan,;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia Jawa
Tengah;

7. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah,;

8. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah,;
11. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Administrasi Dan Pembangunan SETDA Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Keuangan SETDA Provinsi Jawa Tengah;

14. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
188/17 PALUN 2912

NOMOR
TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN SADAR
SADAR HUKUM VINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2011
DATA DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2011
NO NAMA DESA/ KECAMATAN KABUPATEN
KELURAHAN
1 2 3 4
1 | Desa Belikurip Baturetno Wonogiri
2 | Kelurahan Selopuro Batuwarno Wonogiri
3 | Desa Tanjung Bulukerto Wonogiri
4 | Desa Baleharjo Eromoko Wonogiri
S | Desa Jatisari Jatisrono Wonogiri
6 | Desa Pondoksari Nguntoronadi Wonogiri
7 | Kelurahan Giriharjo | Puhpelem Wonogiri
8 | Desa Sumberagung | Pracimantoro Wonogiri
9 | Desa Pare Selogiri Wonogiri
10 | Desa Padarangin Slogohimo Wonogiri
11 | Desa Hargorejo Tirtomoyo Wonogiri
12 | Desa Pulutan Wuryantoro Wonogiri
Wetan
13 | Desa Berjo Ngargoyosc Karanganyar
14 | Kelurahan Temanggung Temanggung
Walitelon Selatan
15 | Desa Beji Andong Boyolali
16 | Desa Ketaon Banyudono Boyolali
17 | Desa Candi Ampel Boyolali
18 | Desa Jerukan Juwangi Boyolali
19 | Desa Tlawong Sawit Boyolali
_20 Desa Telaga Bantarkawung Brebes
21 | Desa Ciomas Bantarkawung Brebes
| 22 | Desa Buaran Jatibarang Brebes
23 | Desa Klikiran Jatibarang Brebes
24 | Desa Wanacala Songgom Brebes
25 | Desa Gegerkunci | Songgom Brebes
26 | Desa Ciduwet Ketanggungan Brebes
27 | Desa Ketanggungan Ketanggungan Brebes
28 | Desa Negaradaha | Bumiayu Brebes
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29 | Desa Kaliwadas Bumiayu Brebes

30 | Desa | Losari Brebes
Karangsambung

31 | Desa Randusari Losari Brebes

32 | Desa Pakujati Paguyangan Brebes

33 | Desa Wanatirta Paguyangan Brebes

34 | Desa Kedawung Tanjung Brebes

35 | Desa Sidokaton Tanjung Brebes

36 | Desa Benda Sirampog Brebes

37 | Desa Kaliloka Sirampog Brebes

38 | Desa Pepedan Tonjong Brebes

39 | Desa Purwodadi Tonjong Brebes

40 | Desa Kupu Wanasari Brebes

41 | Desa Ciputih Salem Brebes

42 | Desa Cipajang Banjarharjo Brebes

43 | Desa Cibendung Banjarharjo Brebes

44 | Desa Cigedog Kersana Brebes

45 | Desa Kersana Kersana Breles

46 | Desa Randusanga Brebes Brebes
Kulon

47 | Desa Pemaron Brebes Brebes

48 | Desa Kamal Larangan Brebes

49 | Desa Luwunggede Larangan Brebes

S0 | Desa Bulakparen Bulakamba Brebes

S1 | Desa Jubang Bulakamba Brebes

52 | Desa Tlogokotes Bagelan Purworejo

53 | Desa Karangwuluh | Kutoarjo Purworejo

54 | Desa Dukuh Grabag Purworejo
Dungus

55 | Desa Sudimoro Purworejo Purworejo

56 | Desa Guyangan Loano Purworejo

57 | Desa Hulosobo Kaligesing Purworejo

S8 | Desa Kendayakan | Warurejo Tegal

59 | Desa Buniwah k Bojong Tegal

60 | Desa Pecangakan Adiwerna Tegal

61 | Desa Bulakpacing Dukuhwaru Tegal

62 | Desa Kesuhen Talang Tegal
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63 | Desa Carul Bumijawa Tegal
64 | Desa Pendawa Lebaksiu Tegal
65 Desa Sutrapanan Dukuhturi | | Tegal
66 | Desa Pagerwangi Balapulang Tegal
67 | Desa Bongkok Kramat Tegal
68 | Desa Capar Jatinegara Tegal
69 | Desa Bulakwaru Tarub Tegal

70 | Desa Kedungbanteng Tegal

Kedungbanteng

71 | Desa Pagerbarang Pagerbarang Tegal

72 | Desa Rancakwiru Pangkah Tegal

73 | Desa Dukuhwringin | Slawi Tegal

74 | Desa Jatilaba Margasasri Tegal
75 | Desa Bojongsana Suradadi Tegal

76 | Kelurahan Gayam Sukoharjo Sukoharjo
77 | Desa Grogol Weru Sukoharjo
78 | Desa Pojok Tawangsari Sukoharjo
79 | Desa Bulu Bulu '| Sukoharjo
80 | Desa Tanjungrejo Nguter Sukoharjo
81 | Desa Paluhombo Bendosari Sukoharjo
82 | Desa Kayuapak Polokarto Sukoharjo
83 | Desa klumprit Mojolaban Sukoharjo
84 | Desa Pandeyan Grogol Sukoharjo
85 | Desa Duwet Baki Sukoharjo
86 | Desa Kagokan Gatak Sukoharjo
87 | Desa Ngemplak Kartasura Sukoharjo
88 | Desa Kretek Rowokele Kebamen
89 | Desa Pringtutul Rowokele Kebumen
90 | Desa Mergosono Buayan Kebumen
91 | Desa Sikayu Buayan Kebumen
92 | Desa Krandegan Puring Kebumen
93 | Desa Karangjambu | Sruweng Kebumen
94 | Desa Penusupan Sruweng Kebumen
95 | Desa Roworejo Kebumen Kebumen
96 | Desa Bendogarap Klirong Kebumen
97 | Desa Ambalkumolo | Buluspesantren Kebumen
98 | Desa Sumberjati Ambal Kebumen
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99 | Desa Balingasal Padureso Kebumen
100 | Desa Onje Mrebet Purbalingga
101 | Desa Serang Karangreja Purbalingga
102 | Desa Karangbanjar | Bojongsari Purbalingga
103 | Desa Kadiluwih Salam Magelang
104 | Desa Ngadirejo Salaman Magelang
105 | Desa Nyamat Tengaran Semarang
106 | Desa Barukan Tengaran Semarang
107 | Desa Sidoharjo Susukan Semarang
108 | Desa Kemetul Susukan Semarang
109 | Desa Ketanggi Suruh Semarang
110 | Desa Siwal Kaliwungu Semarang
111 | Desa Sraten Tuntang Semarang
112 | Desa Tanjung Bringin Semarang
113 | Desa Truko Bringin Semarang
114 | Desa Wonokerto Bancak Semarang
115 | Desa Gedong Banyubiru Semarang
116 | Kelurahan Bandungan Semarang

Bandungan
117 | Desa Sumowono Sumowono Semarang
118 | Desa Kemawi Sumowono Semarang
119 | Desa Kuwarasan Jambu Semarang
120 | Desa Diwak Bergas Semarang
121 | Desa Gogik Ungaran Barat Semarang
122 | Desa Giling Pabelan Semarang
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